
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan  

1. Pengaturan mengenai prosedur penyelidikan dalam hukum positif 

nasional, kepolisian menganut  Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang managemen 

Tindak Pidana seperti yang disebutkan dalam  Pasal 3 butir a dan d 

kepolisian dalam melakukan penyelidikan mengacu kepada 

peraturan kepala kepolisian dan undang-undang hukum acara 

pidana. 

2. Pelaksanaan penyelidikan di polres aceh timur menimbulkan 

penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian serta upaya 

menghilangakan mayat, kejadian tersebut terjadi pada hari senin 

tanggal 24 Oktober  2016, penyelidikan tersebut di lakukan oleh Akp 

Darrkasyi (Mantan Kasat Narkoba Polres Aceh Timur). 

3. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Akp Darkasyi dijatuhkan 

hukuman penjara 8 tahun namun putusan pengadilan tersebut belum 

ingkrah masih dalam proses kasasi, untuk sanksi indisipliner hingga 

saat ini belum ada sanksi indisipliner di karna putusan pengadilan 

belum incraht. 

 

 

 

 



B. Saran 

1. Kepada setiap anggota kepolisian negara republik indonesia 

disarankanuntuk menjaga nama baik instansi kepolisian dengan cara 

menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, serta jangan pernah melakukan apapun 

tindakan yang melawan hukum dan mencoreng nama baik instansi 

kepolisian, dan menaatiaturan kode etik kepolisian secara 

professional. 

2. Kepada penjabat kepolisian disarankan memberikan sanksi 

indisipliner seberat-beratnya kepada setiap anggota kepolisian yang 

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak pernah lagi 

terjadi perlakuan yang tidak baik. 

1. Disarankan kepada pengadilan Mahkamah Agung memutuskan 

perkara dengan menguatkan  putusan PN atau setidak-tidaknya 

menambah hukuman yang telah ada. 
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